BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam pembagunan Negara,
karena itulah pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk
mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berikut ini adalah tabel
peranan pajak terhadap pendapatan negara dari tahun 2008 s.d 2012,

Tabel 1.1

Tabel Peranan Pajak Terhadap Pendapatan Negara

) Pendapatan | Penerimaan | Prosentase Penerimaan Pajak
No. | Uralan )
Negara pajak Terhadap Pendapatan Negara
1. | 2008 981.609 658.700 67,10%
2. | 2009 848.763 619.922 73,04%
3. | 2010 992.392 743.325 74,90%
4. | 2011 1.086.069 873.735 80,45%
5 | 2012 1.344.476 1.011.735 75,25%

Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia (2013)

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan
penerimaan negara dari sektor pajak adalah melakukan reformasi perpajakan.
Reformasi Perpajakan dimulai pada tahun 1984, dimana pada prinsipnya sistem
pemungutan pajak diubah dari Official Assesment System menjadi Self Assessment
System, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak
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terutangnya. Sehingga fungsi aparatur pajak, yang dalam praktik lebih dikenal
dengan istilah fiskus, kini berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian,
pengawasan dan menerapkan sanksi administrasi perpajakan.

Reformasi Perpajakan yang terbaru adalah melalui reformasi perpajakan
komprehensif pada tahun 2008 melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan dan
Amandemen Undang-undang Perpajakan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2007 atas perubahan keempat Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Atas perubahan keempat Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-undang
Nomor 42 Tahun 2009 atas perubahan ketiga Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPN dan PPn BM) .

Dengan adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak
yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan
sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Pengertian wajib
pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
sedangkan fiskus yaitu aparatur perpajakan sebagai wakil negara, penggunaan
kata fiskus tertuju pada Pejabat Pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan

larangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Dengan adanya reformasi perpajakan, wajib pajak diberikan kepercayaan
untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang,
namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan perhitungan antara wajib
pajak dengan fiskus yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Perlunya
suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat
dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan
bahwa, “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Penyelesaian sengketa pajak pada awalnya diselesaikan melalui suatu
lembaga yang disebut dengan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Dalam
praktiknya MPP sebatas menangani keberatan wajib pajak atas nilai pajak yang
dibebankan oleh fiskus. Oleh karenanya lembaga ini dianggap kurang memadai
untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak secara komprehensif = yang
mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Kemudian Pemerintah
bersama DPR telah membentuk suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(BPSP), namun dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP
masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
Karena, itu diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem
kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan

kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.
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Untuk memenuhi harapan ini terbitlah Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang salah satunya
berisi tentang upaya hukum banding di Pengadilan Pajak yang merupakan
kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum
melalui keberatan karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan
sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak di tingkat Lembaga Keberatan. Bagi
pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas
putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Dengan adanya self assessment system sering timbul kesetidakpahaman di
antara fiskus dan wajib pajak yang dapat mengakibatkan semakin meningkatnya
potensi sengketa pajak. Peningkatan potensi sengketa pajak juga dapat tercermin
dalam peningkatan data jumlah berkas masuk ke Pengadilan Pajak terus

meningkat setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Perbandingan Jumlah Berkas Masuk, Jumlah Putusan dan Sisa Berkas
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Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id (2013)

Gambar 1.1
Data Jumlah Berkas Masuk, Jumlah Putusan dan Sisa Berkas (2004-2012)
Linda Hestiana C, 2013
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Dapat dilihat dari gambar 1.1 mengenai data jumlah berkas masuk, jumlah
putusan dan sisa berkas bahwa berkas masuk ke Pengadilan Pajak semakin
meningkat tiap tahunnya. Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh
Wajib Pajak, sebagai akibat dari perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan
fiskus di tingkat kedua. Upaya ini adalah sah dan dibenarkan oleh hukum dan
ketentuan perundang-undangan khusus yang terletak dalam lingkup tata usaha
negara. Banding merupakan suatu proses upaya hukum untuk mencari keadilan,
kebenaran dan pemulihan hak Wajib Pajak/Pengguna jasa Kepabeanan/ Pabrikan
yang difasilitasi oleh Undang-undang, sebagai akibat tidak disetujuinya keputusan
yang diterbitkan pejabat di bidang perpajakan.

Sekalipun pungutan pajak sudah diatur dalam perundang-undangan namun
sebagaimana diketahui bahwa masalah yang sering dihadapi wajib pajak adalah
masalah-masalah perbedaan penafsiran atas ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan implementasinya oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak.
Harus diakui dan dipahami bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai
dengan proses hukum yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemerintah selaku
pemungut pajak maupun masyarakat selaku wajib pajak. Perbedaan penafsiran ini
seringkali menimbulkan sengketa pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dan
Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bulan Mei 2013 dengan
Kepala lkatan Konsultan Pajak Indonesia Bogor yaitu Bapak Suyitno bahwa

sengketa pajak yang diselesaikan di Pengadilan Pajak kebanyakan adalah
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menegenai Pajak Penghasilan. Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) yaitu:
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Kemudian yang selanjutnya diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan
dasar untuk menghitung pajak terutang yaitu objek pajak dari pajak penghasilan
ini sendiri sering terjadi perbedaan mengenai apa saja yang harus dikenakan
sebagai objek pajak maupun bukan objek pajak. Terlebih peraturan mengenai
pajak penghasilan ini juga tidak hanya ada di Undang-undang, namun juga pada
Peraturan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran Dirjen Pajak sehingga masih
banyaknya wajib pajak yang masih kurang memahami mengenai hal ini.

Sebenarnya persengketaan menjadi hal yang lazim sepanjang masing-
masing pihak memiliki argumentasi hukum berdasarkan pemahaman yang
diketahuinya. Jika itu terjadi maka menyelesaikan permasalahan perpajakan
melalui Pengadilan Pajak menjadi cara bijak yang bisa dilakukan agar keadilan
dan kepastian dalam proses pungutan pajak tetap berjalan dengan baik. Karena
itulah masyarakat diharapkan mampu memahami perkembangan-perkembangan
kasus-kasus perpajakan dan mengetahui pula bagaimana kasus-kasus tersebut
diputus oleh hakim Pengadilan Pajak.

Proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak juga masih
memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti hasil penelitian dalam

thesis yang ditulis oleh Shaelendra Prabu Yudha tahun 2008 yang berjudul

“Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun
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2002 Tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak” yaitu terdapat kendala
dalam penyelesaian sengketa pajak yaitu di bidang administratif dan bidang
yudisial yaitu kewajiban untuk membayar 50 persen dari pajak terutang yang
dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Dalam salah satu artikel salah satu

website yaitu www.hukumonline.com yang berjudul “Aturan Sanksi Denda Pajak

Diuji ke MK” juga menyebutkan bahwa pemohon yaitu wajib pajak merasa hak
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sanksi denda administratif di tingkat
keberatan 50 persen dan di tingkat banding.

Berdasarkan uraian tersebut yang merupakan gambaran dari wewenang
terhadap penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak, terdapat masih
banyaknya perbedaan penilaian pajak terutang antara Wajib Pajak dan Fiskus,
kendala yang ada dalam proses penyelesaian sengketa pajak, berbagai macam
upaya hukum di atas serta perubahan undang-undang dan dirasakan masih
banyaknya masyarakat yang belum mengetahui juga memahami bagaimana proses
penyelesaian sengketa pajak banding di Pengadilan Pajak, maka dalam rangka
penulisan skripsi ini penulis mencoba menelusuri, meneliti dan menganalisis lebih
mendalam tentang penyelesaian sengketa pajak penghasilan di Pengadilan Pajak
yang dikhususkan pada beberapa wajib pajak yang ditangani oleh Konsultan Pajak
Bapak Suyitno dan rekan, dengan mengambil judul ”Analisis Banding Sengketa

Pajak Penghasilan Badan Di Pengadilan Pajak”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa penyebab Wajib Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak?
2. Apa penyebab timbul perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak?
3. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan suatu
putusan banding atas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Pengadilan

Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bisa timbulnya
suatu sengketa pajak sampai dengan dasar maupun pertimbangan hakim dalam
mengeluarkan suatu putusan banding. Karena saat ini sebagai seorang profesional
di dunia bisnis dan ekonomi tidak saja dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar
seperti pengetahuan pajak, hukum, ekonomi dan akuntansi, tetapi dituntut juga
untuk dapat mengikuti perkembangan kasus-kasus perpajakan di Indonesia yang
dihadapi para wajib pajak.
1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab Wajib Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
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2. Mengetahui penyebab timbul perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)
Badan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak
3. Mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan

banding atas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Pengadilan Pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat
dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan
yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas maka

hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang perpajakan terutama dalam masalah sengketa pajak di
Pengadilan Pajak serta menjadi literatur bagi mahasiswa dan pihak lain untuk
melakukan penelitian dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.
1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan
menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan sehingga tidak hanya
mengetahui tetapi juga memahami aturan-aturan hukum perpajakan di Indonesia
sampai dengan banding di Pengadilan Pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat
bermanfaat dan membantu wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya
dalam meningkatkan pengetahuannya terutama tentang implementasi ketentuan

perpajakan sehingga dapat menghindari timbulnya suatu sengketa pajak.
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